
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 1 TAHUN 2OI3
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DADRAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

Mengingat

b.

BUPATI PAMEKASAN,
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008, Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah
bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan
Daerah Lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Keputusan Gubernur
Jawa Timur Nomor 188/178.K/KPTS/C13l2012 perrhal Hasil
Evaluasi Raperda Kabupaten Pamekasan tentang APBD Tahun
Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Pamekasa n

tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 201,3;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013 ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Ja"va

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);
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Undang-Undang N,rmor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355) ;

Undang-Undang Nomor i5 T'ahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa)Q;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor IO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44371, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2C08 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8afl ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor ,26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50a9) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pernbentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S%fl ;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Repr-rblik Indonesia Nomor a028);

Peraturan Pemerintah Nom.or 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaQ ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangaan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a502) ;

Peraturan Pemerirrtah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjamarr
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a57fl;
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran llegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a576) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a587) ;

Peraturan Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomau
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6la);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten lKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a74\ ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor a972) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembararr
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standetr
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor l23,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165) ;
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

28. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Tenaga Kependidikan;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 20Il;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OO7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinarr DPRD serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional ;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84lPMK|07l2008 tentang
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan
sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07 I 2009;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah denngan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ;

33. ' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201 1 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ra.kyat Daerah Kabupaten
Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2005 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah terakhir'
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10

Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahutr
2008 Nomor 7 Seri E) ;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2005
tentang Bantuan Keuangan Kepacla Partai Politik (Lembaran
Daerah Kabupaten Famekasan'Iahun 2005 Nomor 2 Seri E) ;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006
Nomor 7 Seri E) ;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun
2A06 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor
8 Seri E) ;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun
2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ;
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Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan
Parnekasan Sport Centre (Lembaran Daerah kabupaten
Pamekasan Tahun 2007 Nomor 3 Seri E, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan
Nomor 3 Tahurr 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 201 1 Nomor 1 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air
Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2003
Nomor 1 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas
Bank Jatim, sebagaimana telah diubah dengan Peraturiln
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor i 1 Tahun 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor
3 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan
Rakyat JATIM (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2012 Nomor 4 Seri E), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor
4 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2008 Nomor 12 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tairun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah dan Staf Ahli
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor'
1 Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor
2 Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 20L2 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri D ) ;

Peraturan Daera.h Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) ;
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Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun
2008 tentang tentang Organisasi dan Tata I'ierja Kelurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor
5 Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2009
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkada Kabupaten
Pamekasan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Parnekasan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor
1 Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun
2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor
B);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun
2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2012 Nomor 9) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGAMN PEI{DAPATAN DAN
BBLANJA DABMH TAHUN ANGGAMN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
berikut:

T'ahun Anggaran 2013 adalah sebagai

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.17 6.988.379.041,21

Rp. 1.262.203.1 1 1.381,18
(Rp. 85.214.732.339,97)

2. Belanja Daerah
(Defisit; =

3. Pembiayaan Daerah :

€r. Penerimaan ........... Rp. 99.037.282.465,35
b. Pengeluaran .......... @

Pr:mbiayaan Netto....... ....... Rp. 85.200.262.339,97
Selisih Lebih Perhitungan Anggaran tahun Berkenaan : .. Rp.

50.

51.

52.

53,

54.
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(4)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 67.760.658.296,11
b. Dana Perimbangan sejumlah ... Rp. 877.929.296.728,10
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 231.298.424.017,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
jenis pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp. 9.377 .275.000,00
Rp. 13.249.302.000,00

Rp. 2.190.408.777,11
Rp. 42.943.67 2.519,00

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang -

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis
pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 78.247.299.728,I0

Rp. 7 02.610.2 1 7.000,00
Rp. 97.071.780.000,00

dimaksud pada ayat (1) huruf

Rp. 2.766.100.000,00

Rp. 36.100.402.049,00
Rp. 150.5 16.246.968,00

Rp. 41.915.67 5.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

Rp. 80 1.495.098. 195, 18
Rp. a60.708.0 13. 186,00

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
b. Belanja Langsung sejumlah

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud
jenis belanja :

pada ayat (1) huruf a terdiri atas

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 705.895.0 16'.269,7 8

Rp. 2.041.850,00
Rp. 00,00
Rp. 22.270.400.000,00
Rp. 27.835.708.000,00

Rp. 2.288.343.098,40

b. Belanja Bunga sejumlah
c. Belanja Subsidi sejumlah
d. Belanja Hibah sejumlah
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

Dipisahkan sejumlah
c. Lain-lain Pendapatan

b. Dana Alokasi Umum sejumlah
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana
c terdiri atas jenis pendapatan:
a. Pendapatan Hibah sejumlah

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan -

Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari -

Pemerintah Daerah lainnya sejumlah

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/-
Kab./Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah ..... Rp. 40.703.588.977,00
Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis
belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah
b. Belanja Belanja Barang dan Jasa sejumlah .......
c. Belanja Modal sejumlah

ab'

h.

Rp. 28.715.067.000,00
Rp. 241.431.50 1. 188,00
Rp. 190.56 1.444.998,00



Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah ......... Rp. 99.037.282.465,35
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah ..... Rp. 13.822.550.125,38

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis
pembiayaan :

a. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun -

Anggaran sebelumnya sejumlah ............ Rp. 99.037.282.465,35

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis
pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
b. Penyertaan modai (investasi) Pemerintah Daerah -

sejumlah .. Rp. 8.788.550.975,38
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 33.999.150,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana Cimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Peme'intahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kera.ngka
Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset retap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. LampiranXl Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;

12. Lampiran XII Daftar dana caciangan daerah ; dan
i3. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
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Pasal 6

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai
landasan operasional Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 8 Januari 20L3

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 1

I

ARIS DAERAH

. [::lt iiET


